
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1065, 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 
Tunjangan. Profesi. Kehormatan. Dosen. Profesor. 
Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 89 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 78 TAHUN 2013 
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI 

DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI 
JABATAN AKADEMIK PROFESOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, 
jabatan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi 
Swasta diduduki oleh dosen senior yang berstatus 
sebagai pegawai negeri sipil dan merupakan tugas 
tambahan; 

b. bahwa dosen senior yang menduduki jabatan 
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat 
tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi 
dosen yang menduduki jabatan akademik profesor; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 
2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan 
Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki 
Jabatan Akademik Profesor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5007); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormata 
Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 
Tahun 2013; 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 
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